PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG

JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan
unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan
bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa,
wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan
kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan

Undang-~Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional
mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang
ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan
melalui  pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai
keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah,
membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk
memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta
membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran

pembangunan nasional;

c. bahwa untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya,
pemerintah mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan
jalan;

d. bahwa agar penyelenggaraan jalan dapat dilaksanakan secara
berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan keterlibatan

masyarakat;

e. bahwa ...
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e. bahwa dengan adanya perkembangan otonomi daerah, tantangan
persaingan global, dan tuntutan peningkatan peran masyarakat
dalam penyelenggaraan jalan, Undang-undang Nomor 13 Tahun
1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) tidak

sesuai lagi sebagai landasan hukum pengaturan tentang jalan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf, c, huruf d, dan huruf e, perlu dibentuk

Undang-undang tentang Jalan;

: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 34 ayat (3)

Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
Perubahan Keempat Undang~Undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

UNDANG-UNDANG TENTANG JALAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas

Presiden beserta para menteri.

2. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang

jalan.

3. Pemerintah ...
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3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat

daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala
bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan-
nya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada
permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah
permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air,

kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

5. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas

umuim.

6. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan
usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk

kepentingan sendiri.

7. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem
jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya

diwajibkan membayar tol.

8. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk

penggunaan jalan tol.

9. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi

pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

10. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan
perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan

peraturan perundang-undangan jalan.

11. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan
standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia,

serta penelitian dan pengembangan jalan.

12. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan
penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta

pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

13.Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk
mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan

jalan.

14. Penyelenggara ...
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Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan,

pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan

kewenangannya.

Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas
menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan
tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan
pagar ruang milik jalan.

Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah
badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan
bertanggung jawab kepada Menteri.

Badan usaha di bidang jalan tol yang selanjutnya disebut Badan
Usaha adalah badan hukum yang bergerak di bidang

pengusahaan jalan tol.

Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling
menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan
wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu

hubungan hierarkis.

Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP
Pasal 2

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan

dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan,

transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasil-

gunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:

a.

mewujudkan  ketertiban dan  kepastian hukum  dalam
penyelenggaraan jalan;

b. mewujudkan ...
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b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;

c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam
pemberian layanan kepada masyarakat;

d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta
berpihak pada kepentingan masyarakat;

e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan
berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem
transportasi yang terpadu; dan

f.  mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.
Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam Undang-undang ini mencakup

penyelenggaraan:

a. jalan umum yang meliputi pengaturan, pembinaan,
pembangunan, dan pengawasan;

b. jalan tol yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan
pengawasan; dan

c. jalan khusus.

BAB III
PERAN, PENGELOMPOKAN, DAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Bagian Pertama

Peran Jalan
Pasal 5

(1) Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran
penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup,
politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat

nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

(3) Jalan ...



